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ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan
huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 131, TLN 5899); UU No. 7 Tahun
1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN 3263) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN 4893.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.

Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak merupakan Wajib
Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan.

Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak
harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Waijib
Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Surat Pernyataan disampaikan kepada
Menteri melalui KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar atau tempat tertentu.

Surat Pernyataan paling sedikit memuat informasi mengenai identitas Wajib
Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan, dan
dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf A Peraturan Menteri ini.

Penghitungan Uang Tebusan dilakukan dengan cara mengalikan tarif Uang
Tebusan dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.

Uang Tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.

Uang Tebusan diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan Non Migas
Lainnya.

Pembayaran Uang Tebusan dilakukan dengan menggunakan Kade Akun Pajak
411129 dan Kade Jenis Setoran 512.

Tunggakan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak merupakan Tunggakan
Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, surat keputusan,
atau putusan, yang diterbitkan sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat
Pernyataan.

Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,



CATATAN

Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan
Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak
sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak
menyampaikan Surat Pernyataan dan belum dilunasi.

Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak tidak dapat dilaporkan,
digugat, dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau dituntut baik secara perdata
maupun pidana apabila dalam melaksanakan - tugas didasarkan pada itikad baik
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Juli 2016.
Lampiran : 38 Halaman



